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WALIKOTA PALU <alinan

PERATURAN WALIKOTA PALU
NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOM.AN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RUMAH SAKIT UMUM ANUTAPURA PALU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

»ahwa dalam rangks efisiensi, efektif, transparan dan
akuntabel dalam pengelolaan keuiangan rumah sakit
amum daerah Anutapura Palu yang telah menerapkan
ola keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

. »ahwa untuk meningkatkan kualitas Badan layanan

‘Jmum Daerah kepada masyarakat yang lebih efektif
ian efisien serta menjamin pengelolaan keuangan yang
leksibilitas berupa keleluasaan dalam menerapkan
sraktek-praktek bisnis yang sehat, tanpa pencarian
<euntungan yang berdasarkan prinsip ekonomi dan
sroduktifitas;

bahwa untuk memberikan arah,landasan dan kepastien
hukum dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan
Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu ada
pengaturan hukum mengenai pengelolaan keuangan
Badan Layanan Umurn Daerah Rumah Sakit Anutapura
Palu;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud delam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perilu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman
Teknis Penggelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Anutapura Paly;

Undang-Undang Ncmor 4 Tahun 1994 tentang
Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu
(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan
{embaran Negara Notnor 3555);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 183, Tambahan ILemharan Negara’
Republik Indonesia Nomor 5072);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340); '

4. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang
Perubahan Kedua Peraturan Presidem Nomor 54 Tahun
2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah; -

6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009
tentang Pokok-Pakok Pengelolaan Keuangan Raerah
(Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009
tentang  Pokok-Pokok  Pengelolaan  Keuangan
Daerah{{(Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011
Nomor 15,Tambahan  Lembaran Daerah Kota Palu
Nomor 15); .

MEMUTUSKAN :

Mepetapkan : FERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS
FENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
[ AERAH RUMAH SAKIT UMUM ANUTAPURA PALU

BAB I 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1.

Dalam Peratiic:an Wa ikota yang dimaksud adalah :

. 1. Walikota zdalah Walikota Palu.

2 Sekretaris Daeral: adalah Sekretaris Daerah Kota Palu.

3. Pemerintia Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sc'_bagai
unsur pe 2yelenggara pemerintahan: daerah Kota Palu.



e ————. e -

Badan ]¢yanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Arguﬁnura ya:g
selanjuty7a diseout BLUD- RSU-Amil{tapura %dglah I:na;t;:;;;n - gi!:l;gda

rinzh yang dibentuk untuk rmem erikan pel %
Izixe:;;are kat ger apa penyediaan—penyedman barang /‘ ﬁal.{ yanﬁc dg;aj
tanpa 1iengutanakan  keuntungan dan da]am mei an gi
didasar} 1n pade. prinsip efisiensi dan produktifitas.

i jutnya disingkat PPKD
t engelcla Keuangan Daeral yang selanju .
ifiﬁii :3;alga satuan kerja pengelola keuangan dgerah yang ?:klanjuatﬁg:
disebut jengan kepala SKPKD yang mempunyal 1gas dmc ahaan._.‘
pcngelo‘ ean APED dan bertindak sebagai bendahara umum Gaeran.

i i Urﬁum Anutapui'a
Direktu* Badan Layanan Umum Dae_ra.h Rumah Sakit

Palu y:ng selanjutnya disingkat Direktur BLUD-RSU Anutapura Palu
adalah Direktur Rumah Sakit Umum Anutapura Palu yang menerapkan
pola Pe1gelolaai Keuangan Badan Leyanan Umum daerah pada satuan

kerja yar g dipimpinnya.
Dewan Pengavas BLUD-RSU Anutapura adaleh organ BLUD-RSU
Anutip1:a Palu yang dibentuk dan bertugas melakukan pengawasan

terhadas pengurusan BLUD-RSU Arnutapura Palu terdiri dari unsur
Pejabat S KPD dun tenaga ahli lainnya. .

Sekerta is Dewan Pengawas adalah sekretaris pada Dewan Pengawas
BLUD-F $U Anu:apura Palu.

Lembaja Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang

- selanju:aya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas

10.

11

12.

13.

mengeribangkin dan  merumuskan  kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden
Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang /Jasa Femerintah., '

Anggare 1. pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat
APBN ecalah rencana keuangan tahunan Pemerintah yang dibahas dan
disetujui bersa:na oleh Pemerintah dan DPR serta ditetapkan dengan

Undang - Jndang.

Anggar:1. Pendipatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD :.dalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta
ditetapl ¢ n dengan peraturan daerah.

Fleksibi itas ade¢lah keleluasaan pengelolaan keuangan atau barang pada
batas-b.i:as tert:ntu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku
umum.

Rencani. strategis BLUD-RSU Anutapura Palu yang selanjutnya disingkat
Renstra RSU Arutapura Palu adalah strategis bisnis RSU Anutapura Palu
yang m »nuat v si, misi program strategis, target kinerja dan pengukuran
pencaps ian kinerja RSU Anutapura Palu. :




elanjutnya
RSU Anutapura P

Minimal yang S
arus dilakukan dan target seria

' . an 25
.14, Standar If;?;;‘r selayanan minimum

osa ! . X

gﬁ&g felayanal apa saja yang
indikator “y:ncapa annya. e -
Anggaran Badan lLayanan at e uD- RSU

' £ naan Leyanet K |

aﬁ%e; ':likni e e ang seg\?;tgidapatan dan biaya proyeksn
; ¢ Kkumen yang me : ¢ .
Anutakiw i ad:ll'? 21:1? kualitas barang dan/atau jasay
arus kas

dan digu 1akan stbagai dasar peleksanash ah yang
| ' Umum Daer
.onis dan Anggaran Badan Layanan alah do en
> Sioojuiya dinglat RBABLUDRSY AMSER oy egtn
rencana Lisnis dan penganggaran tahunan yang €Tl P ‘
target ki:i:rja dan anggaran BLUD-RSU Anutapura Palu.

15.Do

17. Rencana Strategis Bisnis adalah rencana bisnis S (Lima) tahunan yang

disusun oleh REU Anutapura Palu sehagai BLUD yang berisi visi, misl,
program strateg's dan pengukuran pencapaian lkinerja RSU Anutapura
Palu seb1zai BLUD.

18. SPP langsung yeng selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang
digjukar sendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung
kepada rihak letiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat

' perintah kerja linnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima,

peruntul Jian dar. waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan

oleh PPT.

19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumet. yang c¢igunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan
Penggun i Angga:'an berdasarkan SPP.

20. Laporan Feuangin adaleh laporan pertanggungjawaban keuangan daerah
yang menunjukan posisi keuangan aktivitas bersih yang berasal dari
pendapa un, keuntungan, beban dan kerugian, arus kas dan kinerja
keuanga 1 pemerintah daerah yang mengacu pada Peraturan Perundang-
undanga: yang terlaku. '

21.Basis akraal adulah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi
dan perisiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa
memper] atikan uaat kas setara kas diterima atau dibayar,

22. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewsjiban
jangka rendek, ckuitas dana lancar antara lain selisih lebih pembiayaan
anggarat , cadangan, cadangan piutang, cadangan persediaan dan dana
yang harl s disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

23. Pendapa ::n BLUD-RSU Anutapura Palu adalah semua penerimaan dalam
bentuk l:is maupun tagihan yang menambah ekuitas dana lancar dalam
periode inggara:n bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali yang
bersumter dari jasa layanan, hibah ketrja sama dengan pihak lain, APBD,
APBN de 1 lain-lin pendapatan BLUD-RSU Anutapura Palu yang sah dan
tidak ter :isahkan dari APBD. . '
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24.Biaya BLUD-RSU Anutapura adalah sejumlah pengeluaran yang
‘'mengurangi :kuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa
untuk kepe uan op:rasional BLUD-RSU Anutspura Palu.

25, Pinjaman j¢ ngka pendek adalah sejumlah dana yang dipe »sleh dari pihak
ketiga yan} digunakan untuk membiayai belanja ope' sional dengan
adanya kevrajiban untuk membayar baik pokok pi::aman beserta
bunganya vang Ltersumber dari pendapatan, operasic \al BLUD-RSU
Anutapura Falu. '

26. Investasi alalah penggunaan aset untuk memperoleh meanfaat ekonomis.
-yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD-RSU Anutapura Palu dalam
rangka peli yranan kepada masyarakat. _

. 27. Rekening }es BLUD-RSU Anutapura adalah fekening tempat penyimpanan

uang BLU 2-RSU anutapura Palu adalah rekening tempat penyimpanan
uang BLU)) yang dibuka oleh pimpinan BLUD-RSU Anutapura Palu pada
bank umiin yangz ditunjuk untuk menampung seluruh penerimaan
pendapata : dan pcmbayaran pengeluaran BLUD-RSU Anutapura Palu.

28. Surplus A 1ggaran adalah selisih lebih realisasi pendapatan atas realisasi
belanja BL U/D-RSU Anutapura Palu dalam satu tahun anggaran.

.09. Defisit ad1ah sel:sih kurang realisasi pendapatan atas realisasi belanja
BLUD-RSIJ Anutapura Palu dalam satu tahun anggaran.

30. Surat Percyataan Tanggung Jawab yang selanjutnya disingkat dengan
SPTJ ada zh dokumen surat permyataan tanggung jawab Direktur BLUD-
RSU Anuepura Falu atas pengeluaran biaya BLUD-RSU Anutapura Palu
yang beryimber dari pendapatan BLUD-RSU Anutapura Palu selain
bantuan ¢.suri APB D dan APBN.

~31. Laporan keuangen konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang

merupake 1. gabutigan keseluruhan laporan keuangan akuntansi sehingga
tersaji set rigai satu entitas pelaporan.

32. Pengawas en adalih proses yang dilakukan oleh Aparat Pemeriksa Internal
Pemerint: i yang berupa identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang
dilakukar. secar:t menyeluruh, obyektif dan profesional berdasarkan
standar 1adit wituk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan
keandala ! informasi tentang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
BLUD-RSU Anutepura Palu. '

BAB 11
ASAS UMUM
PE! GELOLAAN KEUANGAN BLUD-RSU ANUTAPURA PALU

Bagian Keaatu
Asas Umum

Pasal 2

(1} Keuangar BLUD-RSU Anutapura harus dikelola secara tertib, taat pada
peraturar serundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan
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bertanggur jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan
manfaat ur tuk masyarakat. :

(2) Anggaran 3LUD-EBSU Anutapura disusun dengan kebutuhan dan
kemampua: pendajatan BLUD-RSU Anutapura .

(3) Penyusunar angga-an BLUD-RSU Anutapura sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), b¢rpedomin pada Rencana Kerja, Perencanaan Strategis dan SPM
untuk mew ujudkar. pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Pasal 2

(1) Seluruh p:adapatin dan belanja BLUD-RSU Anutapura dianggarkan
dalam ang;sran BLUD-RSU Anutapura .

(2) Jumlah peidapatai dan belanja BLUD-RSU Anutapura yang dianggarkan
harus tertlur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber
pendapata:

(3) Anggaran :LUD-R3U Anutapura sebegaimana dimaksud pada ayat (1)
disustun sezara bruto. - _

Pasal 4

Tahun Angga-in BLL’D;RSU Anutapura Palu meliputi masa 1 (Satu) tahun
mulai tanggal ()1 Januari sampai dengan 31 Desember dan berlaku asas terus
menerus dan -erkesirambungan.

Bagian Kedua
Strulrtur Anggaran Pendapatan dan Belanja

Pasal 5

Struktur ang; ¢ ran peadapatan dan belanja BLUD-RSU Anutapura merupakan
satu kesatuar. yang terdiri dari :

a. Pendapata:, dan

b. Belanja

‘Pasal 6.

(1) Pendapata = sebagiimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi semua
penerimaan dalamr bentuk kas dan tagihan BLUL-RSU Anutapura yang
“menambal. ekuita: dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang

tidak perlv dibayar kembali.

{2) Belanja se>agaimena dimaksud dalam pasal 5 huruf b meliputi sejumlah
pengeluar: 1 yang mengurangi ekuitas dand lancar untuk memperoleh
barang/ja: ¢. untuk keperluan operasional BLUD-RSU Anutapura .
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(3)

(4)

w

‘a. biaya opt fasiona’; dan

(2)

(3)

(4)

(S)

(1)

(2)

Seluruh per capatan BLUD-RSU Anutapura sebagaimana dimaksud dalam
pasal 7 hur-iaf a; turuf b, huruf ¢ dan huruf f dilaksanakan melalui
rekening ki¢ BLUL-RSU Anutapura dan dicatat dalam kode rekening
kelompok rendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli
daerah yans sah deniganobjek pendapatan BLUD-RSU Anutapura .

Seluruh pe:dapataa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan
kepada PPK [ setiap triwulan.

Bagian Ketiga
Biaya

Pasal 9
Biaya BLUI RSU Anutapura terdiri dari :

b. biaya no:1 operas onal

Biaya operi tional ssbageimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup
seluruh biira yang, menjadi beban BLUD-RSU Anutapura dalam rangka

menjalanks 1 tugas dan fungsi.

Biaya non osperasional sebagaimana dimeaksud pada ayat (1) huruf b,
mencakup 2:luruh biaya yang menjadi beban BLUD-RSU Anutapura dalam
rangka me:11njang pelaksanaan tugas dan fungsi.

Biaya BLU)-RSU Anutapura sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dialokasiks i untul: membiayai program peningkatan pelavanan kegiatan
pelayanan ian kegiatan pendukung pelayanan.

Pembiayaay program. penihgkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan
kegiatan -»:ndukung lainnya sebsgaimana dimaksud palea ayat (4),
dialokasik: n sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 10

Biaya ope;¢sional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), terdiri
dari : '

a. biaya pe.nyanan dan

b. biaya ur14m dar. administrasi

Biaya pelaranan s:bagaimana dimaksud pada ayat(l) huruf a, mencakup
seluruh biaya ope-asional yang berhubungan langsung dengan kegiatan
pelayanan.

Biaya pelarinan s:bagaimana dimaksud pada ayat(l) huruf a, mencakup
seh,}ruh bizya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan
kegiatan p :layanar. :



n

(4) Biaya pelay: nan setagaimana dimaksud pada ayat (2}, terdiri dari :
a. biaya pegiwai;
b. biaya balen;
c. biaya jas¢ pelayar.an;
d. biaya penwliharasn; dan
e. biaya baring dan jasa.

(5) Biaya umuri dan acministrasi sebagaimana dimaksud pad: ayat (3), terdiri
dari : : '
a. biaya pegrwai;
b. biaya adiainistrasi kantor;
¢. biaya peraeliharaan;
d. biaya ba: ¢ng dan jasa; dan
e. biaya pr¢1aosi.

\

Pasal 11

Biaya non ope :isional sebégaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b,
terdiri dari : -

. a. biaya bung..

b. biaya admiiistrasi bank;
¢. biaya kerugiin penjualan aset tetap; dan

d. biaya kerugian pemirunan nilai.

 Pasal 12

(1) Seluruh pe zgeluar:n biaya BLUD-RSU Anutapura sebagaimana dimaksud .
dalam Pasi 9 ayet (2) dan ayat (3), disampaikan kepada PPKD sctiap

triwulan.

(2) Seluruh pergeluaran bidya BLUD-RSU Anutapura sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} dilacukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar

yang dilam :>iri dengan SPTJ.

(3) Berdasarks 1 Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), DPPKAC+ mene bitkan SP2D sebagei dasar realisasi penggunaan dana
dari pendaatan BI.UD-RSU Anutapura . '

Pasal 13

(1) Pengeluar:1 biaya BLUD-RSU Anuta s o
.. pura diberikan fleksib
mempertinyangka 1 volume kegiatan pelayanan.. sibilitas dengan

(2) g}ck:li(bﬂitas peng:luaran biaya BLUD-RSU Anutapura  sebagaimana
du’n .suc_l Fada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan
B?.?J Igl%%mﬁ san dergan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA

-RSU Anutapura yang telah ditetapken secara definitif. |
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(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

‘bili s pen;: i BLUD-RSU Anutapura Palu sebagaimana
e ot ¢ pluaranh:;?;aberlaku untuk biaya BLUD-RSU Anutapura

imaksu | pada ayat (1), . ‘
3;111:g ber:\ ;I:xl dari pendapatan selain APBN/ APBD dan hibah terikat.

jadi : -RSU Anutapura
Dal ral terjadi kekurangan arggaran, BLUD .
me:;ju' -1 usu an tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui

Sekretar:s Daeral.
Pasal 14 t

Ambang :atas RI3A BLUD-RSU Anutapura sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (2), ditetapkan dengan besaran presentase.

Besaran presentase sébagaim&na dimeksud pada ayat (1) ditentukan
dengan remperiimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD-RSU
Anutapuie . -

Besaran presentise sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan
dalam RI'A BLUD-RSU Anutapura Palu dan DPA BLUD-RSU Anutapura
oleh DPPIIAD. - |

Presentas: ambung batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
merupak: 11 kebutuhan yang dapat diprediksi,- dapat dicapai, terulkur,
rasional cen dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II :
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 15

BLUD-RS!J Anutapura Palu menyusun Renstra Bisinis BLUD.

Renstra tisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakun

pernyataa: visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian
kinerje,ret cana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima -
tahunan EIUD RSU Anutapura. ' .

Visi BLUD -8U Arutapura sebagaimana diinaksud pada dyat {2), memuat
gambaran cita dan citra yang ingin diwujudkan dimesa depan. :

(4) Misi BLUL -RSU Anutapura sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat

sesuatu y: nig harus diemban atau dilaksanakan untuk mencapai visi yang
ditetapkan, agar tvjuannya dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

(5) 'Progra.m s rategis :-;ebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat program

yang beris. >roses <egiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai
dengan ktrun waktu 1 (Satu) sampai dengan 5 (Lima) tahun dengan
memperhiiLngkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan/atau
mungkin asan timbul.



‘(1) Rencane jencapiian lima tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

(6} Pengukl 1an pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat _(2)
memuat “enguk iran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian
hasil kegiatan déngan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan

eksterne | yang mempengaruhi tercapairya kinerja.

Pasal 16

[

ayat (2), memust rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama S
(lima) telun. : : _

(2} Proyeksi teuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (2), nemuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5

(lima) ta.12n.

Pasal 17

Renstra bist is BLUD RSU-Anutapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (1), dipcrgunaken sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 18

(1} BLUD m:ayusur RBA tahunan yang berpedoman kepada renstra bisnis -
BLUD.

(2} Penyusurean RBA sebagaimana dimaksud pada  ayat (1), disusun
berdasarlien prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi
biaya me:aurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan
pendapati 11 yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain,
APBD, AP =N dan :sumber-sumber pendapatan BLUD lainnya.

Pasal 19

RBA meruptlan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan
BLUD denga: berpec.oman pada pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 20

(1) RBA seba rimana dimaksud dalam Pasal 19, memuat :
a. kinerja tahun berjalan; | o
b. asumsi 1nakro ¢.an mikro;
¢. target lizerja;
. d. analisis 1an petkiraan biaya satuan;
_e. perkira v1 hargs; o



(1)

%)

(3)

(4)

f. anggaran >sndapatan dan belanja;

8. besaran p «sentas: ambang batas ;

h. prognosa . aporan lzeuangan;

i. perkiraan naju;

J. rencana p.mgeluaran investasi/modal; dan

k. ringkasan pendape tan dan belanja yang untuk konsolidasi d .
SKPD dan "itau AFBD. 1 dengan RKA

RBA sebaga inana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan

_program, kep «itan SFM dan biaya dari kzluaran yang akan dihasilkan,

Pasul 21

Kinerja tahu) berjalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)
huruf a, meli:rati :

a. hasil kegia ¢n usata;

b. faktor yang ‘mempeagaruhi kinerja;

¢. perbandingen,RBA tahun berjalan dengan realisasi;
d. laporan ke 1angan

¢. tahun berj: Jan; dar.

f. hal-hal ya1z perlt. ditindak lanjuti sehubungan dengan’ pencapaian
kinerja tah 11 berja an. ® e e P

Asumsi makr dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)
huruf b terdizi dari:

a. tingkat infl1si ;

b. pertumbul zn ekon mi;
¢. nilai kurs;

d. tarif ; dan

e. volume peli/anan.

Target kinerj: sebagiimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1} huruf c
terdiri dari: '

a. perkiraan { encapaiin kinerja pelayanan; dan

b. perkiraan ! cuangan pada tahun yang direncanakan.

Analisis dan ferkirasn biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20 ayat (1) auruf 4, merupakan perxiraan biaya per-unit penyedia
barang/jasa »:layanen yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh
komponen bi vra dan solume barang/jasa yang akan dihasi}kan.

(5)‘ Perkiraan ha-a sebsgaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1} huruf e,

merupakan estimasi  harga jual produk barang/jasa‘ setelah
memperhitur gkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan
seperti tercer nin dari tarif layanan.

. (6) Anggaran peiulapatain dan belanja sebagaima.ha dimaksud dalam Pasal 20

ayat {1) huri’ f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh-kcgiatan
tehunan yan [ dinyatikan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana
pendapatan ¢ sn belanja.




(7) Besaran pres itase ambang batas sebegaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (1) hurif g, merupakan besaran presentase perubahan anggaran
bersumber iari pendapatan operasional yang diperkenankan dan
ditentukan ¢e¢ngan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional
BLUD-RSU A zutapura.

(8) Prognosa lap:ran ke langan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
(1) huruf h merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan
seperti terce1riin pada laporan operasional, neraca dan laporan arus kas.

{9) Perkiraan n.ju schagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf i,
merupakan perh tungan kebutuhan dana untuk tahun
anggaranber lutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan
kesinambun 7an projram dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi
dasar peny.sunan anggaran tahun berikutnyaRencana pengeluaran
investasi/mv clal sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf j,
merupakan ‘cncana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.

(LO)Ringkasan jendapaan dan belanja untuk konsolidasi dengan RKA-SKPD
dan atau Al'BD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf k,
merupakan ringkajan pendapatan dan belarjja dalam RBA yang
disesuaikan clengan format RKA-SKPD dan/atau APBD.

Pasal 22 -

(1) RBA BLUDRSU Anutapura disajikan sebagai bagian yang tidak
terpisahkar ari Raacangan Peraturan Daerah tentang APBD.

(2) RBA BLUIRSU Anutapura sebagaimena dimaksud pada ayat (1},
dipersamalien seba;jai RKA-SKPD.

Pasal 23

RBA BLUD-RfU Anutapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, oleh
PPKD disampa }:an kepada TAPD untuk dilakukan penelahaan.

Pasal 24

RBA BLUD-R3J Anu:apura yang telah dilakukan penelahaan oleh TAPD
gebagaimana iimaksud dalam Pasal 23, disampaikan kepada PPKD untuk
dituangkan delim Rar cangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 25

(1) Setelah Fencangen Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana
dimaksud falam‘Fasal 24 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Direktur
BLUD-RSU Anutapura melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk
ditetapkan menjad RBA definitif.

(2) RBA definif sebegaimana dimaksud pada ayat (1), digumakan sebagai
dasar peny nsunan DPA BLUD-RSU Anutapura Palu untuk diajukan kepada

PPKD,
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BAB III
PELAKSANAAN ANGGARAN

N Bagian Kesatu
DPA BLUD-RSU Anutapura Palu

Pasal 26

(1) DPA BLUI -RSU Anrutapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2)
mencakup :
a. Pendapatan dar. belanja;
b. Proyekei arus kis; dan
¢. Jumlah dan kunlitas barang/jasa yang akan dihasilkan.

<

(2) PPKD men z2sahkan DPA BLUD-RSU Anutapura sebagai dasar pelaksanaan
anggaran. '

(3) Pengesaha 1 DPA BLUD-RSU Anutapura sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), berped » nan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Dalam hal DPA PLUD-RSU Anutapura sebagaimanu dimaksud pada ayat
(2), belum cisahkaa oleh PPKD, BLUD-RSU Anutanura dapat melakukan
pengeluara: uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA BLUD-RSU
Anutapura :ahun sebelumnya. .

Pasal 27

(1) DPA BLUL -RSU A1utapura yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana
dimaksud calam Pasal 26 ayat (2), menjadi dasar penarikan dana yang
bersumber dari AP3D. -

(2) Penarikan cana scbagaimana dimaksud pada ayat {1), digunakan untuk
" belanja pezawai, bielanja modal, barang/jasa, dilakukan sesuai dengan
ketentuan ssraturan perundang-uncangan yang berlaku.

(3) Penarikan zana ur.tuk belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada

avat (2), setesar selisih jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran
kas mast}: yan; diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang
diproyeksil en dengan memperhatikar: anggaran kas yang telah ditetapkan
dalam DPA BLUD-F:SU Anutapura. ‘

Pasal 28

(1) DPA BLUL-RSU Anutapura menjadi lampiran perjanjian kinerja yang
' ditanda tar pani olely Walikota dan Direktur BLUD-RSU Anutapura.

(2) Perjanjian linerja sebagaimana dimaitsud pada ayat (1), merupakan
manifestasi hubunzan kerja antara Walikota dan Direktur BLUD-RSU
Anutapura ring ditaangkan dalam perjanjian kinerja.
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(3) Dalam perjanjiasi kinerje. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota
menugaskan D rekur 3LUD-RSU Anutapurauntuk menyelenggarakan
kegiatan pelayaiin umim dan mengelola dana sesuai DPA BLUD-RSU

Anutapura.

(4) Perjanjian kine rja setagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat
kesanggupan ut tuk mer ingkatkan
a. Kinerja pelay: nan bagi masyarakat;
b. Kinerja keuai gan,; da:n
c. Manfaat bagi riasyares kat.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kas

Pasal 29

Transaksi peneririean dan pengeluaran kas yang dananya bersumber
sebagaimana dime ksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf f,

dilaksanakan melelai rekening kas BLUD.

Pasal 30

(1) Dalam pengel >.aan kas, BLUD menyelenggarakan:

perencan uin penerimaan dan pengeluaran kas;

pemungu :an pencapatan atau tagihan;

penyimpe rian kas dan mengelola rekening bank;

pembaya. 1n;

perolehar. sumbe: dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
pemanfaiian St rplus kas jangka pendek untuk memperoleh

pendapaien tamt ahan.

™o .o op

(2) Penerimaan ;3L UD peda setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas
BLUD dan d 1aporka kepada pejabat keuangan BLUD-RSU Anutapura.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 31

(1) BLUD dapat ;=emberi<an piutang sehubungan dengan penyerahan barang,
jasa, dan/atia tran saksi yang berbubungan langsung maupun tidak

langsung den 7an kegiatan BLUD.

(2) Piutang dikelola sccara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan
bertanggung jawab s:rta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan
pringip bisris yany sehat dan berdasatkan ketentuan peraturan
perundang-u1iangan.

(3) BLUD melak: enakan pensgihan piutang pade suat piutang jatuh tempo.
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(4) Untuk melakse nakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), BLUD riesnyiaphan bukti dan administrasi penagihan, serta
menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD. .

(5) Penagihan piu ¢ ng sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang sulit ditagih

dapat dllimpal }:an per agihannya kepada Walikota dengan dilampiri buktl-
bukti valid dar sah. :

Pasal 32

'Piuta.ng yang tide}: dapat/atau tidak mungkin ditagih dan/atau kadaluwarsa

dapat dihapus s:rara mutlak atau bersyarat oleh Walikota yang nilainya
ditetapkan sécara erjenj:ng.

Pasal 33

(1) BLUD-RSU A:utapura dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan
" dengan kegiat 1n opere sional dan/atau perikatan utang dengan pihak lain.

(2) Pinjaman/Utsrg sebegaimana dimaksud pada ayat (1 1)',‘~:-_ berupa utang
jangka pendel atau utang jangka panjang. ' '

(3) Pinjaman  d}elola -lan diselesaikan secara tertib, efisisn, ekonomis,
transparan der bertar ggung jawab.

(4) Pemanfaatan .tang y-ing berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek
hanya untuk ') aya op:rasional termasuk keperluan menutup defisit kas.

(S) Pinjamaf. jan;fta pan’ang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini,
terlebih dahu!t. wajib mendapat persetujuan Walikota .

Pasal 34
——————
(1) Pembayaran ‘:smbali piutang/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
33 ayat (1), m:ajadi tenggung jawab Pemerintah daerah Kota Palu.

(2) Hak tagih uticag BLL D-RSU Anutapura menjadi kadaluwarsa actelah 5
(Lima) tahun :ejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain
menurut Und 11g-Undang. '

(3) Jatuh tempo L.tang s:bagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak
tanggal 1 Jan 1ari tahun berikutnya.

Pasal 35

(1) Pemerintah Ceerah Kota Palu wajib membayar bunga dan pokok utang
yang telah jat :1h temp)o. :

(2) Direktur BLUID-RSU AnutapuraPemerintaah Daerah Kota Palu dapat
melakukan p:ampauan, pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak
melebihi nilai :.mbang: batas yang telah ditetapkan dalam RBA BLUD-RSU
Anutapura. 3 - '




Bagian Keempat
Investasi

Pasal 36

(1) BLUD-RSU Anttapura dapat melakukan investasi scpanjang memberi
manfaat bagi ¢ 2ningka an pendapatan dan peningkatan pelaanan kepada
masyarakat s:ta tidik mengganggu likuiditas keuanga BLUD-RSU
Anutapura.

(2) Investasi sebaimana dimaksud pada ayat (1), berupa inves jangka
pendek dan jar gka panjang.

Pasal 37

(1) Investasi jang<a pendek sebagaimana dimaksud Pasa. 7 ayat (2),
merupakan investasi yung dapat segera dicairkan dan dimai.udkan untuk
dimiliki selame |2 (Du:. Belas) bulan atau kurang, '

(2) Investasi jang i pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dilakukan den;j en pemunfaatan surplus kas jangka pendek.

(3) investasi jangk pendel: sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
a. deposito ber engka vraktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan
dan/atau ya1g dapa' diperpanjang secara otomatis; ' :
b. pembelian s1u-at utang negara jangka pendel; dan
c. pembelian s¢ rtifikat bank indonesia.,

(4) Karakteristik iivestasi jangke pendek sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), harus memr enuhi syarat sebagai berikut :
a. dapat segera dipermual belikan/dicairka;
b. ditujukan de¢ 1am ranzka manajemen kas ; dan
¢. berisiko renc . C

Pasal 38

(1) BLUD-RSU An.tapura tidak dapat melakukan investasi jangka panjang
kecuali atas persetujuen Walikota. :

(2) Investasi jangke panjang sebagaimana dimeksud pada ayat {1}, antara lain:
a. Penyertaan :rodal de¢.erah; '
b. Pemilikan oliigasi uatuk masa jangka panjang;
c. Investasi lar gsung sperti pendirian perusahaan; dan
d. Investasi jar gka panjang lain yang sah dan menguntungkan.

Pasal 39

Dalam hal BLUD-SU Anutapura mendirikan/ membeli badan usaha yang
berbadan hukum kepemilikan badan usaha tersebut ada pada Pemerintah
Daerah. '




Pasal 40

(1) Hasil investasi ;:bagairiana dimaksud Pasal 37 ayat (1), merupakan
pendapatan BLUZ-RSU £nutapura.

(2) Pendapatan BLU D-RSU Anutapura sebagaimana naksud pada ayat (1),
dapat dipergunaan secera langsung untuk merm nayai pengeluaran sesuai

RBA.

Bagian Kelima
Kerjasama

Pasal 41

(1) Untuk meninglhatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD-RSU
Anutapura dap:i: melakukan kerja sama dengan pihak lain.

(2) Kerja sama set ¢ gaimar.a dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan
prinsip efisiensi =fektivi:as, ekonomis dan saling menguntungkan.

Pasal 42

(1) Kerjasama dengén pihag lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat
(1), dapat beruge:
a. kerja sama o0):rasional;
b. sewa menyev ¢.; dan
c. usaha lainnya yang nienunjang tugas dan fungsi BLUD-RSU Anutapura.

(2) Kerja sama ofsrasionel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
. merupakan hujangan hukum antara BLLUD-RSU Anutapura dengan pihak
lain, melalui zengelolaan manajemen dan proses operasional secara
bersama dengar pembugian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah

pihak.

(3) Sewa menyews sebaga raana dimaksud pada ayat (1)huruf b, merupakan
penyerahan hel: penggunaan/pemakaian barang inventaris milik BLUD-
RSU Anutapurz Palu kepada pihak lainatau sebaliknya dengan imbalan
_berupa uang s« lzaligus maupun secara berkala.

(4) Usaha lainnia yang menunjang tugas dan fungsi BLUD-RSU
Anutapurasebi jaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, merupakan kerja
sama dengan :ihak lain yang menghasilken pendapatan bagi BLUD-RSU
Anutapura csngan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang
menjadi kewaj tan BLUD-RSU Anutapura.

Pasal 43

(1) Hasil kerja :fama st bagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1)
merupakan perdapatan BLUD-RSU Anutapura.

(2) Pendapatan B.UD-RS.J Anutapura sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat diperguiakan sccara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai

RBA BLUD-RE 1J Anute pura.
/
/




Bagian Keenam
Pengadaaan Barang J/Jasa

Pasal 44

(1) 4Pengadaan berang can/atau jasa pada BLUD RSU Anutapura
dilaksanakan b :dasarkan kepada kebutuhan pelayanan meliputi :

(2)

HERT PR S A0 O

n.

Kebutuhan »oat;

Kebutuhan 3ahan hibis pakai medic dan non medic;

Kebutuhan ksigen (02) gas medic;

Kebutuhan v.akan Minum;

Kebuituhan Zahan Eakar Minyak/Gas dun Pelumas;

Kebutuhan 2lat Tulis Kantor; ‘

Kebutuhan -arang Cetakan dan Penggandaan;

Kebutuhan -arang perlengkapan / Kebutuhan dapur;

Kebutuhan zahan habis pakai jaringan air bersih; _
Keebutuhar bahan 1abis pakai listrik, telekomunikasi dan elektronik;
Kebutuhan tabis pekai peralatan dan bahan kebersihan; '
Kebutuhan tahan logistik; '

. Kebutuhaai. pemeliaaraan perlatan dan perlengkapan kanator, rumah

tangga rum 1 sakit;¢an
Kebutuhan femelihiraan sarana dan prasarana rumah sakit.

Pengadaan baieng dan/ atau jasa BLUD RSU Anutapara sebagaimanea
dimaksud pade ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :

a.

Pengadaan I'bat - Cbatan _ _

Dalam penwnuhan Kketersediaan obat - obatan di adakan dengan
mengacu pida harga E Catalog LKPP dan jika obat - obatan yang
dibutuhkar tidak tcrsedia dalam E Catolog LKPP dilakukan pengadaan
melalui pi1janjian Kerjasama dengan Pedagang Besar Farmasi
ataupun Distributo - Obat dengan mengacu pada Harga Regional untuk
Kota Palu. Dalam aal pemesanan obat melalui e purchasing belum di
sefujui ser:a belum dapat dipenuhi oleh pabrikan/distributor
sementara kebutihan telah mendesak maka akan dilakukan
pemesanar. kepada distributor yang dapat memenuhi kebutuhan obat
dimaksud. Dan Jilza dalam awal tahun dibutuhkan obat sementara
harga E cetalog belum dikeluarkan oleh LKPP maka akan dilakukan
pemesanar. ¢epada Distributor sesuai kebutuhan obat dimaksud.

Pengadaan Dahan Habis Pakai Medik '

Dalam pen.cnuhan ketersediaan bahan habis pakai medic di adakan
melalui e »yarchasing mengacu pada harga E Catalogg LKPP dan jika
bahan hakti: pakei yang dibutuhkan tidak tersedia dalam. E Catalog
LKPP dila’rikan pengadaan melalui penunjukan langsung kepada
pihak ketiza yang memiliki jjin bergerak dalam bidang pengadaan
bahan / pcialatan kesehatan /kedokteran. Dan Jika dalam awal tahun
dibutuhka1 bahar habis pakai- medic sementara harga E catalog
belum dikel 1arkan oleh LKPP maka akan dilakukan pemesanan kepada
penyedia s :3uai ke >utuhan dimeaksud. | o

Pengadaar 'Jksiger: (02) Gas Medik

Dalam peicenuhan ketersediaan Oksigen (02) Gas medic dilakukan
penunjuker. langsung kepada penyedia Gas Medik yang ada di Wilayah
Kota Palu. _




X d. Pengadian Bahan
- D.alam pemenh
diadaks 11 melaliyj

; Habis Pakai Non Medik
an Kketersediaan balian hahbj i
. abis pakai ng i
penunjukan langsung kepada pihak ketiga. % medie
€. Pengad: .\n Makanan
i
;

am cemenuian kebutuhan makanan untuk

" pelengk: :;: kebutuhan Gizi Ppag; i
: _ sien d

lan‘gsun': dan atau penunjukan 1 :
ketiga,

adakan melaluj pengadaan
angsung dengan menggurxa.kang pihak

f. Untuk ;cngada-'n alat tuli .'
& $ kantor, Bahan bakar mj
pcl}lmas barang cetakan dan pengganrclilalgiak/c}is o
perlengk i ’an /kebutuhan dapur,tahan  habis pa.k;:u' lia:t?-fllcg

‘nen medis yang memerlukan perbalkan akan dilaky j
ne; : kan penunjukan
langsung cepada penyedia yang memiliki keahlian dalam birc)lang ;esua.i
dengan k sbutuhsn perbaikan peralatan dimaksud,

- h. Dalam h. terjad. kerusakan sarana dan prasarana dalam lingkungan

: RSU Anatapura yang memeriukan perbaikan segera maka akan
dilakuka 1 pengaclaan langsung dan atau penunjukan langsung dengan
menggur ekan anggaran Emergency. '

.. Untuk p:ngadaan peralatan medis dan non medis bisa dilakukan
~ dengan {srjasaria’ Operasional, untuk pelaksanaannya akan diatur
dalam Per anjian kerjasama antara pit.ak RSU dan Penyedia.

j. Dalam 13l terjadi kerusakan alat dan membutuhkan peralatan
penggan!i dalam waktu yang tidak bisa ditunda maka akan dilakukan
pengada: 11 langs ing. '

(3) Pengadaan Harang «an/atau jasa pads BLUD selain pada ayat 1 (satu)
dilaksanaka: berdesarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan
barang/jasa pemerir tah. _

. ar : j i . kan prinsip efisien,
(4) Pengadaan »arang <an/atau jasa d1lakukan.berf:1a.sar.
efekgtif, trar sparan, bersaing, adil/tidak diskrirninatif, akuntabel dan

praktek bisris yang sehat.

Bagian Ketujuh
. Pengelolaan Barang

Pasal 45
(1) Barang invimntaris railik BLUD-RSU Anutapura dapat dihapus dan/atau

dialihkan ki eda pihak lain atas dasar pertirpbangan ekonornis dengan cara
dijual, ditul ¢r dan/ atau dihibahkan serta dimusnahkan.

s BT |  mwiliion,



T R TI Py

(2)

(1)

(2)

(3)

4)

(5)

(6)

Barang inventaris ipilik BLUD-RSU Anutapura sebagaimana dimaksud
pada ayat ( :, merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau
dijual, bara>g lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset
tetap.

Hasil penjuzlan berang inventaris milik BLUD-RSU Anutapura Palu
sebagai aki>at dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
merupakan >endapatan BLUD-RSU Anutapura .

Hasil penj:alan barang inventaris milik BLUD-RSU Anutapura
sebagaiman:. pada nyat (3), dituangkan dalam laporan keuangan BLUD-
RSU Anutap.ra.

Pasal 46

BLUD-RSU ,.1utapura tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset
tetap, kecua i atas persetujuan pejabat yang berwenang.

Aset tetap st bagaimina dimaksud pada ayat (1), merupakan aset berwujud
yang memp 1ayai masa manfaat lebih dari 12 {Dua Belas) bulan untuk
digunakan <alam kegiatan pelayanan BLUD-RSU Anutapura atau
dimanfaatks - oleh masyarakat umum. _ '

Kewenangar pengalhan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana
dimaksud pila aya: (1), diselenggarakan secara berjenjang berdasarkan
nilai dan je:zis baring sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan y: ng berle ku. '

Hasil pengaiian as:t tetap sebagaimana dimalksud ayat (3}, merupakan
pendapatan BLUD-SU Anutapuradan diungkapkan secara memadai
dalam lapor: 21 keuar gan BLUD-RSU Anutapura.

Pengalinan cen/atal penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), dila yorkan Lepada Walikota melalui Sckretaris Daerah.

Penggu'naan uset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan

tugas dan ungsi ELUD-RSU Anutapura harus mendapat persetujuan
Walikota me ¢lui Sekretaris Daerah.

Pasal 47

(1) Tanah dan tungunai milik BLUD-RSU Anutapura discftiﬁkasikan atas

2

nama Pemeri-tah Dazrah.

Tanah dan biagunar milik BLUD-RSU Anutapura sebagaimana dimaksud
ayat (1) yang tidak dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan
fungsi BLUD-SU Anutapura dapat alih fungsi oleh Direktur BLUD-RSU

. Anutapura a'¢ s persetujuan Walikota.



Bagian Ketujuh
Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 48

Surplus anggiran BLUD-RSU Anutapura dapat digunakan dalam tahun 6 -
anggaran beri<utnya ‘cecuali atas permintaan Walikota disetorkan sebagian
atau seluruhrya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas

BLUD-RSU Ar utapura.
Pasal 49

Defisit angaran BLUD-RSU Anutapura dapat ‘diajukan  usulan
pembiayaanmn; 1 pada :ahun anggaran berikutnya kepada DPPKAD.

Bagian Kedelapan
Penyelesaian Kerugian

Pasal 50
Kerugian pa3a BLUD-RSU Anutapura yang disebabkan oleh tindakan

melanggar hilum ateu kelalaian pegawai BLUD-RSU Anutapura diselesaikan
sesuai dengai ketentiian peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV .
AKUNTANS], PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

- Bagian Keeatu
<} , 7 ‘ Akurtansi

Pasal 51

. {1} BLUD-REU Anutepura menerapkan sistem informasi manajemen keuangan
' sesuai de ;gan keutuhan praktek bisnis yang sehat.

{2) Setiap trinsaksi l;eﬁanga.n BLUD-RSU Anutapﬁra dicatat dalam dokumen
penduku 13z dan akun-akun yang sesuai serta dikelola secara tertib.

! ) | Pasal 52

(1) BLUD-REU Antitapura menyelenggarakan akuntansi dan laporan
keuangas. sesua. dengan Standar Alountansi Keuangan dan Standar

Akuntan: i Pemer ntah.

(2) Penyelen jzaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagairﬁana dimaksud
pada ayat (1), menggunakan basis" akrual baik dalam pengakuan
pcndapai en, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana. ' :




(3)

(2)

(3

Dalam pen y:lenggsraan'akuntansi dan laporan keuangan berbasis akrual
sebagaima 2 dime ksud pada ayat (2), Direktur BLUD-RSU Anutapura
menyusun ebjjakin akuntansi yang terpedoman pada standar akuntansi
sesuai jenis layanaanya. ‘ '

Kebijakan ¢kuntar.si BLUD-RSU Anutapura sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ligunalan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran,

‘penyajian lan pen rungkapan aset, kewajiban dan ekuitas dana.

Bagian Kedua
Pelaporan Dan Pertanggungjawaban

Pasal 53

Laporan }euangat! BLUD-RSU Anutapura terdiri dari :

a. laporar. ‘ealisasi anggaran berdasarkan standar akuntansi pemerintah;

b. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban
dan el 1tas dana pada tanggal tertentu;

c. laporar operasional yang berisi informasi jumlah perdapatan dan biaya
selama satu pe:-iode; ,

d.laporat. arus kas yang menyajikan informasi dan aktivitas pendanaan .
dan/atau pem>iayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan,
pengellaran den saldo akhir kas selama periode tertentu; dan

e. catatay. atas ~aporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau

rAnciar iari anzka yang tertera dalam laporan keuangan.

Laporan keuangen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan

laporan }inerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD-
RSU Anu tapura.

Laporan feuangan sebagaimana dimalksud pada aya' (1), diaudit oleh
pemerik: ¢. ekste;nal sesual dengan peraturan perundang-undangan yang

- berlaku.

()

(1)

(2)

Lé.poran keuanzan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun
berdasa; }an Standar Akuntansi Keuangan dan Standar Akuntansi

Pemerin :th.
Pasal 54

Setiap culan ELUD-RSU Anutapura menyusun dan menyampaikan
Laporar Realisesi anggaran berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah
kepada ['PPKAL paling lambat 10 (Sepuluh) hari setelah pericde pelaporan
berakhi - .

Setiap riwulan BLUD-RSU Anutapura menyusun dan menyampaikan
laporan operasional , laporan arus kas, neraca dan Laporan Realisasi.
Anggar: 11 kepaca PPKD paling lambat 15 (Lima Belas) hari setelah periode
pelapor an berabhir. | o B o :




(3) Setiap  sem ester BLUD-RSU Anutapura wajib —menyusun dan
menyampaikia laporan keuangan lengkap yang terdiri dari Laporan
Realisasi Anzzaran, laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan
catatan atas lapora1l keuangan disertai larrran kinerja kepada PPKD
untuk dikor solidasiitan kedalam laporan I ngan pemerintah daerah
paling lambet 15 (Lima Belas) hari setelah per € pelaporan berakhir.

(4) Setiap tahur BLUD- SU Anutapura wajib -~ nyusun dan menyampaikan
laporan keuingan le ngkap yang terdid da:: .aporan Realisasi Anggaran,
laporan ope. q.sional, neraca, laporan aru- «as dan catatan atas laporan
keuangan d serta laporan kinerja kepa: PPKD untuk dikonsolidasikan
kedalam lapy-an kevangan pemerintah rl erah paling lambat 1(Satu) bulan
setelah peric c.e pelaporan berakhir.

Pasal 55

Penyusunan la;orén keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54,
untuk kepenti1gan konsolidasi dilakukan berdasarkan standar aluntansi
pemerintah. .

BAB V \
PERUBAHAN RBA DAN DPA

Pasal 56

(1) Perubahan tsrhadap RBA dan DPA dilakukan apabila :
a. Terdapat penamtahan atau pengurangan anggaran yang bersumber dari
APBD;
b. Biaya BLUD-RSU Anutapura melampaui ambang batas fleksibilitas yang
dit=tapk: 21; dan -
c. Pergeser 11 antar jenis belanja dan/atau antar kegiatan.

(2) Perubahan sebagamana dimeksud pada ayat (1}, mengikuti mekanisme
perubahan APBD.

BAB VI ‘
1"ZIMBIN.AAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasai 57

(1) Pembinaa: teknis BLUD-RSU Anutapura dilakukan oleh Walikota melalui
Sekretaris Daerah.

(2) Pembinazr. keuangan BLUD-RSU Anutapura dilakukan oleh DPPKAD.



Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 58

{1) ?enga\:lasaz. operas.onal BLUD-RSU Anutapura dilakukan oleh pengawai
internal, : ' . :

(2) PengaWas i1:ernal sebagaimana dimaksud pade’x‘ayat (1), dilaksanakan oleh

internal auiitor yaig berkedudukan langsung dibawah pemimpin BLUD-
RSU Anuta jara. . B ) '

(3) Pengawas :tternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk
dengan me 1.pertimsangkan : | h
a. keseimb: s1gan ar tara manfaat dan beban;
b. komplek ; tas manaajemen; dan

c. volume ¢ :n/atav jangkauan pelayanan.

Bagian Ketiga
Pengendalian

Pasal 59

(1) Internal au citor se»agaimana dimaksud dalam Pasak 59 ayat (2}, bersama-
sama jajeran manajemen BLUD-RSU Anutapura menciptaken dan
meningkat san pen endalian internal BLUD-RSU Anutapura.

(2) Fungsi jwengendidian  internal  BLUD-RSU Anutapurasebagaimana

dimaksud jada ayat {1), membantu manajemen BLUD-RSU Anutapura
Palu dalari hal :

a. Pengamanan harta kekayaan;
b. Menciptakan ak arasi dan produktivitas; dan

c. Mendor1g dipatuhinya kebijakan manajeinen dalam penerapan praktek
bisnis yag sehet. :

| (3) Syarat/krteria rang dapat diusulkan rﬁenjadi internal  auditor

sebagaim: na dimeksud dalam Pasal 59 ayat (2), antara lain :

a. Memilil i integri:as dan kapabilitas yang memadai;

b, Memiliti pendidikan dan/atau  pengalaman teknis sebagai
pemeril s.a;dan : '

c. Memilil i sikap independen dan objektif terhadap obyek yang diaudit,

Pasal 60

. Pembinaan czn pengawasanterhadap BLUD-RSU Anutapura yang memiliki

nilai omset :hunan dan nilai aset menurut neraca selain dilakukan oleh

pejabat pemtila dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan 59 -

dilakukan ju 11 oleh Dewan Pengawas BPUD-RSU Anutapura.



h o e
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BAB VII
EVALUASI DAN PENILATAN KINERJA

Bagian Kesatu
Evaluasi

Paszl 61

(1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD-RSU Anutapure dilakukan setiap
bulan o¢h Walikota Palu dan/atau dewan pengawas BLUD-RSU
Anutapui ¢. terhac ap aspek keuangan dan non keuangan.

(2) Evaluasi ian penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1},
bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD-
RS'J Anctapura sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis dan RBA.

(3) Evaluasi dan penilaian kinerja cari aspek keuangan sebagaimana
dimaksui pada ayat (1), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan
BLUD-R!}'J Anutapura dalam :

a. memp :-oleh hasil usaha atau hasil kerja dari pelayanan yang diberikan
rentaki itas ;

b. meme 11hi kevajiban jangka pendeknya ;

c. meme 14hi seluruh kewajibannya;dan

d. Kemasrpuan penerirnaan dari jasa pelayanan untuk membiayai

penge uaran.

BAB VIII
REMUNERASI

Pasal 62

(1) Pejabat 2engelcla, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan
Pegawai BLUD-RSU Anutapura Palu dapat diberikan remunerasi

berdasa - <an tin gkat tanggung jawab tuntutan profesionalisme.

(2) Remuncrasi sehagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan
kerja d vdat berupa gaiji, honorarium, tunjangan tetap, dan/atau insentif
yang ptlaksanaannya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan dari

Direktu - BLUD-RSU Anutapura.

(3) Usulan Direktu: BLUD-RSU Anutapura sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), dila kukan terdasarkan pertimbanga: : '

a. Prop ) 'sionali:as, yaitu pertimbangan atas ukuran dan jumlah aset yang
dikel 3'a oleh BLUD-RSU Anutapura serta tingkat pelayanan;

b. Kese ziraan yiitu dengan memperhatikan industri pelayanan sejenis;

c. Kepetatan yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan BLUD-RSU
Anutepura; : :

d.Kine-a operasional yang ditetapkan oleh Direktur BLUD-RSU
Anu epura, sekurang-kurangnya mempertimbangkan  indikator

" keue rigan, prlayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat; dan
e. Kem ampuan pendapatan BLUD-RSU Anutapura.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63
Peraturan Wa'i<ota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap »Jrang capat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
peraturan wal }ota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada Tanggal 23 Desember 2013

WALIKOTA PALU;

i - TTD

'RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal : ) Deseriber 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,
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